RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN 2019

e e e s ——  ——————————— ——————————

A. PENDAHULUAN

Nomor : AP.I.210/KU.01/2019/D U-B

1. Waktu, Tempat dan Agenda RUPS

Sesuai  dengan

undangan  Direksi PT Angkasa Pura 1 (Persero) Nomor

AP.I.134/KU.01.03/2019/DU-B tanggal 9 Januari 2019 telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura I (Persero) pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 10 Januari 2019

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Tempat :  Ruang Rapat Lantai 6, Kementerian BUMN
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

Agenda : L

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun
2019;

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2019;

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance
Indicator) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang
Saham Tahun 2019;

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance
Indicator) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun
2019;

Persetujuan Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan
Tingkat Kesehatan Tahun 2019;

Penerbitan Obligasi/ Sukuk dan atau Pinjaman Bank/Non Bank sebesar
Rp13 triliun;

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan
perubahan dan relokasi anggaran antar program/kegiatan investasi
dengan nilai maksimum 10% dari total nilai investasi 2019 dan kepada
Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan perubahan penambahan/
penghapusan program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10%
dari total investasi 2019 tanpa merubah nilai total investasi.

2. Dasar Pelaksanaan RUPS

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4297);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan
Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan
Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara No. 4556);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2015;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Januari 2002 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 juncto PER-
03/MBU/12/2016 juncto PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH.
Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan akte
Notaris Petrus Suandi Halim, SH Nomor 34 tanggal 27 Agustus 2009;

Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor SKU-248/MBU/12/2018 tanggal 26 Desember 2018
dengan hak subtitusi kepada Sdr. Gatot Trihargo (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,
Jasa Survei dan Konsultan) dan Sdr. Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis).

B. HADIR DALAM RUPS

L.

Kuasa Pemegang Saham

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa : Gatot Trihargo
Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN.

Dewan Komisaris

= Komisaris Utama : Djoko Sasono

*  Komisaris Independen : Anandy Wati

= Komisaris :  Harry Z. Soeratin

*  Komisaris . Suprasetyo

= Komisaris : Ali Mochtar Ngabalin

= Komisaris : Tri Budi Satriyo

Direksi

= Direktur Utama :  Faik Fahmi

= Direktur Operasi : Wendo Asrul Rose

* Direktur Pengembangan Usaha : Sardjono Jhony Tjitrokusumo
* Direktur Keuangan : Novrihandri

* Direktur Pemasaran & Pelayanan . Devy Suradji

»  Direktur Teknik : Lukman F. Laisa

* Direktus SDM & Umum . Adi Nugroho

Lain-lain

Pejabat Kementerian BUMN dan PT Angkasa Pura I (Persero sebagaimana daftar hadir
terlampir.
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C. JALANNYA RUPS

L

Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) membuka rapat dan menyerahkan pimpinan
rapat kepada Kuasa Pemegang Saham Perusahaan;

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai
Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPS sah dan berhak mengambil keputusan mengikat;

. Pemaparan Direksi Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai RKAP Tahun 2019 dan

RKA PKBL Tahun 2019;

. Tanggapan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai RKAP Tahun 2019 dan

RKA PKBL Tahun 2019;

. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai

RKAP Tahun 2019 dan RKA PKBL Tahun 2019;

. Pembacaan Keputusan RUPS RKAP Tahun 2019 dan RKA PKBL Tahun 2019;

. Penandatanganan Risalah RUPS, Kontrak Manajemen Perusahaan dan Kontrak Manajemen

Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero);

. Pimpinan Rapat menyerahkan kembali kepada Komisaris Utama;

. Komisaris Utama menutup RUPS.

D. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP Tahun 2019 dan RKA PKBL Tahun 2019 serta
memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS memutuskan sebagai berikut:

I

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019, dengan pokok-pokok
sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2019 ditargetkan ditutup dengan Total Aset
sebesar Rp44.263.728 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Aset

Aset Lancar Rp 4.804.994 juta
Aset Tidak Lancar Rp 39.458.734 juta
Jumlah Aset Rp 44.263.728 juta
Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas Jangka Pendek Rp 3.330.904 juta
Liabilitas Jangka Panjang Rp 24.106.450 juta
Ekuitas Rp 16.826.374 juta
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Rp 44.263.728 juta

b. Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Laba Rugi Konsolidasian Tahun 2019 ditargetkan Laba Bersih sebesar Rp2.011.201 juta,
dengan rincian sebagai berikut:
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Pendapatan Usaha

Beban Operasi

Laba (Rugi) Usaha

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Kepentingan Non Pengendali

Laba (Rugi) Bersih Diatribusikan ke Entitas Induk

. Investasi

Operasional
Pengembangan
Total

. Sumber Daya Manusia

Organik
Outsourcing
Jumlah

. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Target tingkat kesehatan RKAP tahun 2019 sesuai perhitungan berdasarkan Keputusan
Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 ditargetkan skor 92,0 atau Kategori Sehat AA.

. RKA Dewan Komisaris

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagaimana yang tertera di

dalam Buku RKAP Tahun 2019.

a. Program Kemitraan

Dana Tersedia

Saldo Awal

Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman
Penerimaan Lain

Jumlah Dana Tersedia

Penyaluran Dana

Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan
Penyaluran dana pembinaan/ Hibah
Penyaluran BUMN Khusus

Jumlah Penyaluran Dana

Saldo Dana per 31 Desember

9.997.620
7.028.255

juta
juta

2.969.365
(428.499)

juta
juta

2.543.998
528.766

juta
juta

2.015.232
(4.030)

juta
juta

2.011.201

juta

3.554.343
15,971,822

juta
juta

17.526.165

juta

3.697
6.105

orang
orang

9.802

orang

27.208
3.251
44

juta
juta
juta
juta

30.503

juta

25.570
2,933
2.000

juta
juta
juta

30.503

juta

juta
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b. Program Bina Lingkungan

Dana Tersedia

Saldo Awal Rp - juta
Penerimaan Lain Rp - juta
Tambahan dari BUMN Pembina Rp 39.662 juta
Pendapatan Lain Rp - juta
Jumlah Dana Rp 39.662 juta
Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Bina Lingkungan Rp 39.662 juta
Saldo Dana per 31 Desember Rp - juta

. Menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak
Manajemen Tahun 2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)
dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero), yang telah mengacu pada Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan surat Menteri BUMN Nomor S-564/MBU/08/2018
tanggal 31 Agustus 2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019.

. Menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2019 antara Dewan
Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero)
yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo. PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada BUMN.

. Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat
Kesehatan Tahun 2019 PT Angkasa Pura I (Persero) yang merupakan usulan dari Dewan
Komisaris.

. Menyetujui Penerbitan Obligasi/Sukuk dan/atau Pinjaman Bank/Non Bank sebesar Rp13 triliun
dengan ketentuan, yaitu:

a. Mentaati seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan penerbitan
obligasi/sukuk dan pinjaman Bank/Non Bank serta memperhatikan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);

b. Pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati/prudent dan melakukan mitigasi risiko yang
berpotensi muncul mulai dari aspek legal, aspek operasional dan aspek keuangan
perusahaan;

c. Penerbitan Obligasi/Sukuk agar dilakukan dengan memperhatikan pemilihan timing dan
tenor yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan;

d. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring secara berkala atas
pelaksanaan penerbitan obligasi/sukuk dan pinjaman Bank/Non Bank tersebut
memperhatikan nilainya sangat material bagi perusahaan;

e. Persetujuan penerbitan obligasi/sukuk dan pinjaman Bank/Non Bank tersebut diberikan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
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Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada:

a.

Direksi untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran program/kegiatan dalam satu
kelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total nilai investasi tahun 2019 pada
kelompok investasi tersebut tahun 2019; dan

Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan perubahan penambahan/penghapusan antar
program/kegiatan antar kelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi
tahun 2019 tanpa merubah nilai total investasi.

E. ARAHAN RUPS

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 serta RKA-
PKBL Tahun 2019, Direksi dan Dewan Komisaris diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris, Kontrak Manajemen dan KPI (Key
Performance Indicators) Tahun 2019 yang telah disetujui dan disahkan oleh RUPS, serta
tanggapan dan saran Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor
76/DK.AP.I/2018 tanggal 18 Desember 2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program
kerja dan target kinerja pada tahun 2019 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi
Dewan Komisaris.

1.

Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk:

a.

Target-target RKAP dan KPI Korporat agar dilakukan cascading & deployment ke
pejabat/karyawan level bawah, seluruh wilayah, cabang, dan unit kerja, termasuk anak
perusahaan.

. Melaksanakan RKAP secara efektif dengan biaya efisien, bekerja dengan sungguh-sungguh

dan mengupayakan yang terbaik (best efforf) dalam mencapai target-target RKAP demi
memajukan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme.

. Melakukan sinergi BUMN sesuai target RKAP serta aktif berperan serta mendukung

kebijakan konsolidasi BUMN, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan
manajemen risiko;

. Nilai anggaran investasi yang cukup besar perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan

pencapaiannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja perusahaan, kualitas
pelayanan kepada para pengguna bandara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta
Proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan program investasi agar didukung dengan
perencanaan dan persiapan yang lebih matang sehingga risiko kegagalan dapat dihindari;

Dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan perusahaan, Direksi agar terus
meningkatkan kualitas SDM yang professional serta menerapkan mekanisme reward &
punishment secara obyektif dan sistem remunerasi berbasis kinerja yang dapat memacu
produktivitas karyawan;

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempercepat penyelesaian
permasalahan terkait aset perusahaan, termasuk pengalihan aset kenavigasian kepada Perum
LPPNPI;

g. Terus.../7
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g. Terus melakukan pengawasan dan pembinaan anak perusahaan serta menjalankan
mekanisme subsidiary governance yang baik, sehingga dapat meningkatkan nilai
perusahaan serta memberikan kontribusi optimal dan/atau kegiatan bisnisnya menunjang
kinerja perusahaan induk.

. Dalam rangka pengembangan bisnis dan peningkatan nilai/value perusahaan, agar:

a. Melakukan pengembangan bisnis pengelolaan Bandara yang diselenggarakan melalui
penunjukkan Pemerintah atau tender pengelolaan yang dilakukan baik di dalam maupun di
luar negeri;

b. Melakukan kerja sama global dan/atau strategic partnership investment participation;

¢. Melaksanakan pengembangan bisnis non organik di bidang usaha yang potensial dengan
tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;

d. Melakukan penataan portofolio bisnis Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi
untuk menjalankan bisnis yang lebih terintegrasi dan prospektif;

. Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi talent management dengan sistematika yang lebih
baik, memastikan ketersediaan dan kesiapan talent untuk Sustainable Growth dari BUMN,
menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan calon Direksi BUMN, serta
meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan falent
terbaik yang ada di BUMN, Direksi diminta dukungan dan komitmen untuk:

a. Menyelenggarakan falent management system sekaligus menyiapkan falent perusahaan
menjadi falent pool di Kementerian BUMN;

b. Menyediakan talent pool di setiap BUMN minimal 20%;

¢. Menyiapkan kandidat calon Direksi dari pejabat satu level di bawah Direksi (BOD-1)
sejumlah 3 suksesor per posisi BOD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara, Tantien/Insentif Kinerja merupakan beban biaya yang harus
dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun 2019 dan realisasinya berdasarkan pencapaian
target kinerja tahun 2019 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.

. Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL),
maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan
dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang PKBL.

b. Dalam rangka pelaksanaan PKBL agar memperhatikan RKA PKBL Tahun 2019 PT
Angkasa Pura I (Persero).

. Terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor (BPK, BPKP, KAP dan SPI) yang belum tuntas,
Direksi agar memprioritaskan dan mendorong penyelesaiannya dengan target waktu dan
penanggung jawab (Person In Charge) yang jelas. Fungsi dan peran SPI agar lebih
dioptimalkan untuk membantu penyelesaian temuan, serta mendeteksi dan mencegah
pelanggaran secara lebih dini.
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F. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas, maka Rapat
diakhiri dan selanjutnya ditutup oleh Komisaris Utama pada Pukul WIB.

Jakarta, 10 Januari 2019

KUASA PEMEGANG SAHAM
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